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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan merupakan salah 

satu wujud amanat untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan harus 

dilaksanakan oleh segala lapisan, baik pemerintah maupun masyarakat secara 

bersama-sama. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan faktor dana 

memegang peranan yang penting. Dana tersebut dapat kita peroleh dari 

berbagai sumber, diantaranya dengan cara perkreditan atau kredit dari bank. 

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap 

negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang 

perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara 

bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. 

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani 

kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua 

sektor perekonomian.
1
 

Lembaga perbankan adalah lembaga yang menjadi perantara antara 

pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang 

membutuhkan dana atau kekurangan dana (lacks of funds), tentu 

membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau 

operasionalnya. 
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Pada hakekatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang 

melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan 

menyalurkannya ke dalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank 

mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk 

kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi untuk mencari dan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang 

peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang 

berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana 

yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana 

yang menghasilkan misalnya dalam bentuk pemberian kredit.
2
 

Operasi bank di bidang pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama 

dari bisnis perbankan, yakni fungsi menyalurkan dana kepada mereka yang 

memerlukannya setelah menerima pengumpulan dana dari para deposan 

penyimpan dana.
3
 

Bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha/ nasabah wajib 

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 

melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang 

diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanannya bank 

harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
4
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Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam 

arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

utangnya merupakan faktor penting yang harus diperjanjikan oleh bank. 

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank 

harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal dan agunan serta prospek usaha, dalam dunia perbankan dikenal 

dengan sebutan 5C.
 5
 

Dari kelima hal tersebut faktor agunan lebih menjadi perhatian pihak 

pemberi kredit, karena dipandang sebagai hal yang memberi jaminan 

pengembalian kredit jika kreditnya macet atau debitur wanprestasi. Biasanya 

agunan berupa tanah, sebagai benda tetap maupun benda-benda bergerak 

lainnya, sesuai bentuk kreditnya. Mengingat pentingnya kedudukan dana 

perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika 

pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait, mendapat 

perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula 

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Di dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang disebut juga UUPA, sudah 

disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak 

atas tanah, yaitu Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga Hypotheek dan 

Creditverbaand. Selama 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya UUPA, 

lembaga Hak Tanggungan tersebut diatas belum dapat berfungsi sebagaimana 
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mestinya, karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya secara 

lengkap. 
6
  

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 maka 

terpenuhilah apa yang diperintahkan dalam pasal 51 UUPA, sehingga tidak 

diperlukan lagi penggunaan ketentuan-ketentuan Hypotheek dan 

creditverband seperti yang disebutkan oleh pasal 57 UUPA. Oleh karena itu 

ditegaskan dalam pasal 29 UUHT, bahwa dengan berlakunya Undang-undang 

ini ketentuan mengenai creditverband sebagaimana tersebut dalam staatblad 

1937-1940 dan ketentuan mengenai hypotheek sebagaimana tersebut dalam 

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang 

mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku. Dalam 

penjelasan umum dikemukakan bahwa Hak Tanggungan sebagai Lembaga 

Hak Jaminan atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri : 

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada 

pemegangnya (droit de preference); 

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu 

berada (droit de suite);  

3. Memenuhi asas spesialis dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga 

dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

4. Mudah dan Pasti pelaksanaan eksekusinya.
 7
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Dalam menjalankan kegiatannnya Bank banyak menggunakan dana 

masyarakat jika tidak dikelola dengan baik dalam menjalankan fungsi 

intermediarynya atau salah urus misalnya dalam bentuk pemberian kredit. 

Risiko yang dihadapi akan berakhir menjadi kredit macet. Kredit  macet  

dapat disebabkan oleh berbagai variable yang mempengaruhinya. Untuk  itu 

tindakan Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya jika salah 

urus, asset Bank akan berkurang karena biaya yang dikeluarkan  sangat mahal 

dalam jangka panjang akan berdampak luas terhadap kelangsungan 

operasional bank.   

Oleh karena itu, Berbagai keunggulan Hak Tanggungan memberikan 

harapan akan adanya kepastian hukum dari lembaga jaminan tersebut oleh 

berbagai kalangan, terutama bagi pihak Perbankan, Namun pemberian Hak 

Tanggungan terhadap suatu jaminan tidak dapat dilaksanakan oleh Perbankan 

tanpa adanya bantuan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

2016 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diatur bahwa : “ Pejabat 

Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai Hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun”. 

Sesuai dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan 
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Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, Akta tanah yang dibuat oleh PPAT yang dijadikan dasar pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah adalah diantaranya Akta Pemberian Hak 

Tanggungan.  

Oleh karena itu Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat diperlukan 

dalam pengikatan agunan di Bank,  jika kredit yang disalurkan berjalan 

normal, dimana pengembaliannya tepat  pada waktunya, maka bank terhindar 

dari risiko dan pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan hanya dijadikan 

sebagai akta Penjaminan, namum jika kredit yang disalurkan tidak berjalan 

mulus, maka bank akan mengalami risiko kredit macet dan pada saat inilah 

Kegunakan pemberian Hak Tanggungan dapat dijadikan sebagai alat 

eksekutorial.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah 

maka diketahui bahwa tanah, bangunan dan tanaman yang ada merupakan 

suatu jaminan dalam peminjaman kredit karena sifatnya dapat 

dipindahtangankan dan dimungkinkan adanya suatu jaminan (security) bagi 

pihak yang meminjamkan uang maka istilah jaminan tanah sebagai agunan 

adalah Hak Tanggungan
8
 

Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai suatu lembaga jaminan 

akan didaftarkan oleh bank melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada 
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Badan Pertanahan Nasional setempat sehingga akan terbit Sertipikat Hak 

Tanggungan (SHT) atas tanah yang menjadi jaminan tersebut. 

Dalam beberapa kasus calon debitur mengajukan kredit ke Bank, 

dengan agunan Sertifikat Hak Milik atas tanah, namun nama yang tercantum 

dalam Sertifikat Hak Milik tersebut sudah meninggal dunia dan pada saat 

pengajuan kredit kepada pihak perbankan, calon debitur tersebut belum 

melakukan proses balik nama Turun Waris terhadap Sertifikat Hak Milik 

tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap 

Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang 

telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli 

Waris  berbasis Keadilan”, dalam sebuah tesis. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan 

Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah 

Meninggal dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris  

berbasis Keadilan? 

2. Bagaimanakah problematika peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap 

Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang 

telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli 

Waris  berbasis Keadilan? 
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3. Bagaimana mengatasi problematika peran Pejabat Pembuat Akta Tanah 

terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak 

Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris 

kepada Ahli Waris  berbasis Keadilan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah 

terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak 

Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris 

kepada Ahli Waris  berbasis Keadilan. 

2. Untuk mendeskripsikan problematika peran Pejabat Pembuat Akta Tanah 

terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak 

Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris 

kepada Ahli Waris  berbasis Keadilan  

3. Untuk mengetahui cara mengatasi problematika peran Pejabat Pembuat 

Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama 

Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses 

Turun Waris kepada Ahli Waris  berbasis Keadilan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi 

dan ahli hukum dalam khasanah ilmu hukum terutama dalam hukum 

perkreditan, kePPATan serta hak tanggungan 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi terutama yang berhubungan 

dengan hukum perbankan dan hukum perjanjian seperti PPAT dan 

Perbankan serta Badan Pertanahan Nasional terutama dalam peran 

Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan 

dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang 

dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris berbasis Keadilan. 
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E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir 

1. Kerangka Konseptual  
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2. Kerangka Teori  

a. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kredit 
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menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya 

tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kredit atau adendumnya.
 9
 

 Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan juga bisa 

diartikan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat 

sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak 

ketiga. 

 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah: 283).
 10

 

Sedang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di 

mana, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 

1132 KUHPerdata, dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-

                                                 
9
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Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tidak membedakan 

pengertian jaminan maupun agunan, yang sama-sama memiliki 

arti yaitu "tanggungan". Namun dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1967 dan Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1998, 

membedakan pengertian dua istilah tersebut. Dimana dalam 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 lebih cenderung 

menggunakan istilah "jaminan" dari pada agunan. 

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan 

adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah di 

bedakan, yaitu : 

Istilah jaminan mengandung arti sebagai 

kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau 

kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. 

Sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda 

yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. 

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank 

Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu: 

"suatu keyakinan kreditur.bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". 

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 
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yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka 

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia". 

2) Fungsi dan Tujuan pengikatan Jaminan Kredit 

 Jaminan dalam pembiayaan kredit memilik dua fungsi : 

a.  untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi 

atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau 

menjual jaminan tersebut. 

b. Akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indicator penentuan 

jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak 

debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi 

nilai harta yang dijaminkan. 

Fungsi jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau 

kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi 

kredit yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan. 

Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan 

prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan 

immaterial yang berfungsi sebagai fisrt way out. Dengan 

jaminan immaterial tersebut dapat diharapkan debitur dapat 

mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh 

pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai 

yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat 
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kebendaan (materiil) berfungsi sebagai second way out. Sebagai 

second way out, pelaksanaan penjualan/ eksekusi agunan baru 

dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya 

melalui first way out.
 11

 

Maksud dan tujuan pengikatan Jaminan adalah : 

a. Guna memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank 

untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan 

tersebut bila nasabah cidera janji, yaitu tidak bisa membayar 

kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian. 

b. Menjamin agar nasabah berperan dan/atau turut serta dalam 

transaksi yang dibiayai sehingga kemungkinan nasabah 

untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan 

diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau 

minimum kemungkinan untuk berbuat demikian kecil. 

c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi 

perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali 

(pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui 

agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah 

dijaminkan kepada bank. 
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3) Jenis-jenis Jaminan Kredit. 

Jenis-jenis agunan dalam kredit terdapat dalam Penjelasan 

Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, bahwa terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan 

pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, 

surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan 

objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti 

barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit 

yang dijaminkan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, 

surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung 

dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, 

yang ditambah dengan agunan. 

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10  

Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan "Agunan adalah 

jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada 

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah".
12

 

 Jaminan dapat dibedakan pula sebagai berikut : 

a. Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah suatu 

perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga 

mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam 
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hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada 

bank/wanprestasi. 

b. Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) adalah suatu 

perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh 

perusahaan lain untuk memenuhi kewajibannya kepada 

bank/wanprestasi. 

c. Jaminan Kebendaan adalah penyerahan hak oleh debitur 

atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank 

guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur. 

Ditinjau dari jenisnya, agunan kebendaan terbagi atas dua jenis, 

yaitu :  

a. Jaminan kebendaan atas barang bergerak. 

Barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik 

dapat dipindah-tangankan, kecuali karena ketentuan undang-

undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak 

bergerak. 

b. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak 

Barang tidak bergerak adalah tanah dan barang-barang lain 

karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai 

benda tidak bergerak, misalnya mesin pabrik yang sudah 

terpasang, kapal laut (dengan bobot/isi tertentu) dan pesawat 

udara. 
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b. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan 

1) Pengertian Hak Tanggungan 

Pengertian Hak Tanggungan dijelaskan dalam Pasal 1 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang berkaitan dengan 

Tanah (UUHT) bahwa yang dimaksud dengan hak tanggungan 

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 

selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria, berikut atas tidak berikut benda-benda 

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor 

lain.
13

 

Hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

beserta Benda-benda Lain yang berkaitan dengan Tanah 

(UUHT) pada dasarnya adalah hak tanggungan yang dibebankan 

pada hak atas tanah. Namun kenyataannya seringkali terdapat 

adanya benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya 

yang secara tetap merupakan kesatuan dengan tanah yang 
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dijadikan jaminan tersebut. Hukum Tanah Nasional didasarkan 

kepada Hukum Adat yang menggunakan asas pemisahan 

horizontal. Dalam rangka azas pemisahan horizontal, benda-

benda yang merupakan kesatuan dengan tanah menurut hukum 

bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah 

tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut
14

. 

Namun demikian penerapan asas-asas hukum adat 

tidaklah mutlak melainkan suatu memperhatikan dan 

disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan 

dalam masyarakat yang dihadapinya. Atas dasar kenyataan sifat 

hukum adat itu, dalam rangka asas pemisahan horisontal 

tersebut, dalam Undang-undang Hak Tanggungan dinyatakan 

bahwa pembebanan hak tanggungan atas tanah dimungkinkan 

pula meliputi benda-benda sebagaimana dimaksud di atas. Hal 

tersebut sudah dilakukan dan dibenarkan oleh hukum dalam 

praktek, sepanjang benda-benda tersebut merupakan suatu 

kesatuan dengan tanah yang bersangkutan dan keikutsertaan 

dijadikan jaminan, dengan tegas dinyatakan oleh pihak-pihak 

dalam akta pemberian hak tanggungannya. Bangunan, tanaman 

dan hasil karya yang ikut dijadikan jaminan itu tidak terbatas 

pada yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang 
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bersangkutan, melainkan dapat juga meliputi yang dimiliki 

pihak lain. 

2) Ciri-Ciri Hak Tanggungan 

Ciri-ciri Hak Tanggungan terdapat dalam Penjelasan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang `berkaitan dengan 

Tanah (UUHT) bahwa hak tanggungan sebagai lembaga hak 

jaminan atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri sebagai 

berikut 
15

: 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului 

kepada pemegangnya (droit de preference). Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang 

berkaitan dengan Tanah (UUHT) 

b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan 

siapapun pun objek itu berada (droit de suite). Ditegaskan 

dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda 

Lain yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) 
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c. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas sehingga 

dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian 

hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya 

3) Proses Pembebanan Hak Tanggungan 

Secara prinsipil, proses pembebanan hak tanggungan 

dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan yaitu sebagai berikut
16

:  

a) Tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan dibuatnya 

Akta Pembebanan Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang didahului dengan perjanjian 

utang-piutang yang dijamin.  

b) Tahap didaftarkannya oleh Kantor Pertanahan yang 

merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan 

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang 

berkaitan dengan Tanah (UUHT), menyebutkan bahwa 

pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 

penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang 

bersangkutan dan warkah lainnya yang diperlukan kepada 

Kantor Pertanahan 
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Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan warkah 

lainnya yang diperlukan itu disampaikan ke Kantor Pertanahan 

melalui petugasnya atau dikirim melalui pos tercatat. PPAT 

wajib menggunakan cara yang paling baik dan aman dengan 

memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang ada, selalu 

berpedoman pada tujuan untuk didaftarkannya hak tanggungan 

itu secepatnya mungkin. Sedangkan warkah lain yang dimaksud 

meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan objek hak 

tanggungan dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan 

termasuk di dalamnya sertipikat hak atas tanah dan/atau surat-

surat keterangan mengenai objek hak tanggungan PPAT wajib 

melaksanakan ketentuan tersebut karena jabatannya. Sanksi atas 

pelanggarannya akan ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur jabatan PPAT 

Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan 

dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi 

objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada 

sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
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Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang 

berkaitan dengan Tanah (UUHT) disebutkan bahwa  

a) SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT 

dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

b) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum 

lain daripada membebankan hak tanggungan 

Yang dimaksud dengan tidak membuat kuasa untuk 

melakukan perbuatan hukum lain dalam ketentuan ini 

misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual, menyewakan 

obyek hak tanggungan atau memperpanjang hak atas tanah. 

c) Tidak memuat kuasa substitusi 

Yang dimaksud dengan pengertian substitusi di sini 

adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. 

Dengan demikian bukanlah merupakan substitusi apabila 

penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam 

rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya, misalnya 

Direksi Bank menugaskan pelaksanaan kuasa yang 

diterimanya kepada Kepala Cabangnya atau pihak lain 

d) Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah 

utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan 

identitas debitor apabila debitor bukan pemberi hak 

tanggungan 
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Kejelasan mengenai unsur-unsur pokok dalam 

pembebanan hak tanggungan sangat diperlukan untuk 

kepentingan perlindungan pemberian hak tanggungan. 

Sedangkan dalam jumlah utang yang dimaksud 

adalah jumlah utang sesuai dengan yang diperjanjian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang berkaitan 

dengan Tanah (UUHT) 

Pada dasarnya pembebanan hak tanggungan wajib 

dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan, hanya 

apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal hak 

tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT diperlukan 

penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

Sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut harus diberikan 

langsung oleh pemberi hak tanggungan dan harus 

memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana 

ditetapkan pada ayat ini. Tidak dipenuhinya syarat ini 

mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi 

hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan 

tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak 

permohonan untuk membuat Akta Pembebanan Hak 
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Tanggungan apabila Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi hak 

tanggungan atau tidak memenui persyaratan tersebut di atas. 

e) Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat 

ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun 

juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau 

karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta 

Benda-benda Lain yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) 

f) SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar 

wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 

1 (satu) bulan setelah diberikan 

g) SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar 

wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 

3 (tiga) bulan setelah diberikan 

Tanah yang belum terdaftar batas waktu 

penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

ditentukan lebih lama daripada tanah yang sudah didaftar, 

karena mengingat pembuatan Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan pada hak atas tanah yang belum terdaftar 

harus dilakukan bersamaan dengan permohonan 
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pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan, yang 

terlebih dahulu perlu dilengkapi persyaratannya 

Persyaratan bagi pendaftaran hak atas tanah yang 

belum terdaftar meliputi diserahkannya surat-surat yang 

memerlukan waktu untuk memperolehnya misalnya surat 

keterangan riwayat tanah, surat keterangan dari Kantor 

Pertanahan bahwa tanah yang bersangkutan belum 

bersertifikat dan apabila bukti kepemilikan tanah tersebut 

masih atas nama orang yang sudah meninggal dunia, surat 

keterangan waris. 

Ketentuan ini berlaku juga terhadap tanah yang 

sudah bersertifikat, tetapi belum didaftar atas nama 

pemberi hak tanggungan sebagai pemegang hak atas tanah 

yang baru, yaitu tanah yang berlum didaftar peralihannya 

haknya, pemecahannya atau penggabungannya oleh 

pemegang hak atas tanah yang baru. 

h) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat 

(4) tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk 

menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan 

mengingat kepentingan golongan ekonomi lemah, untuk 

pemberian kredit tertentu yang ditetapkan pemerintah 
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seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah 

dan kredit lain yang sejenis, batas waktu berlakunya Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut tidak 

berlaku. Penentuan batas waktu berlakunya Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan untuk jenis kredit  tertentu 

dilakukan oleh menteri yang berwenang di bidang 

pertanahan setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi 

dengan menteri keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan 

pejabat lain yang terkait 

i) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak 

diikuti dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan  dalam waktu yang ditentukan oleh Pasal 15 

ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda 

Lain yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) adalah batal 

demi hukum. 

Ketentuan mengenai batas waktu berlakunya Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dimaksudkan untuk 

mencegah berlarut-larutnya waktu pelaksanaan kuasa itu. 

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan dibuatnya Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang baru. 
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c. Tinjauan tentang  Hak Milik Atas Tanah 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

Agraria merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat 

penting karena telah merombak hukum agraria yang lama dengan 

meletakkan dasar-dasar Hukum Agraria Nasional. UUPA ini 

membuat ketentuan-ketentuan baru secara pokok-pokok dan 

sekaligus mencabut beberapa peraturan perundangan yang tidak 

sesuai dengan jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia di dalam 

kemerdekaan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Pokok Agraria ini maka hilanglah dualisme dan 

terciptalah suatu kesatuan (unifikasi) di bidang hukum agraria di 

negara Indonesia.
17

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

Agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa adalah hukum 

adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan 

negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme 

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam 

Undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala 

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada 

hukum agama
18

. 

Hak-hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
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Pokok-pokok Agraria terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak 

memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk  di 

dalam hak-hak  tersebut  di   atas   yang   ditetapkan  oleh Undang-

undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu 

hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah 

pertanian. Hak-hak tersebut diusahakan hapus dalam waktu yang 

singkat.
19

 

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Pokok-pokok Agraria disebutkan bahwa Hak Milik 

adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum 

dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok 

Agraria   

Turun temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung 

selama hidup orang yang mempunyai tetapi dapat dilanjutkan oleh 

ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. 

Sedangkan pengertian terkuat di dalam ketentuan di atas 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut :  
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1) Jangka waktu hak milik tidak terbatas. Jadi berlainan dengan 

hak guna usaha atau hak guna bangunan, yang jangka 

waktunya tertentu 

2) Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti hak yang artinya 

hak milik juga hak yang kuat karena terdaftar dan yang 

empunya diberi tanda bukti hak berarti mudah dipertahankan 

terhadap pihak lain 

Selanjutnya pengertian terpenuh artinya sebagai berikut :  

1) Hak milik itu memberikan wewenang kepada yang empunya 

yang paling luas jika dibandingkan dengan hak yang lain 

2) Hak milik bisa merupakan induk daripada hak-hak lainnya 

artinya seorang pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada 

pihak lain dengan hak-hak yang kurang daripada hak milik, 

menyewakan, membagi hasil, menggadaikan, menyerahkan 

tanah itu kepada orang lain dengan hak guna bangunan atau 

hak pakai 

3) Hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, karena 

hak milik adalah hak paling penuh sedangkan hak-hak lain 

kurang penuh 

4) Dilihat dari peruntukannya hak milik juga tak terbatas. Hak 

milik bisa untuk usaha pertanian dan bisa untuk bangunan. 

Selama tidak ada pembatasan-pembatasan dari pihak 
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pengusaha, maka wewenang dari seorang pemilik tidak 

terbatas.
20

 

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

penggunaan hak milik, harus memperhatikan empat hal sebagai 

berikut :  

1) Ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-undang 

Gangguan, Undang-undang Pokok-pokok Agraria, dan 

Undang-undang Pencabutan Hak Atas Tanah 

2) Ketertiban umum 

3) Hak-hak orang lain, seperti hak jasa pekarangan, hak guna 

usaha dan lain-lain 

4) Fungsi sosial.
21

 

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang yang 

mempunyai kebendaan pada dasarnya memberikan pada diri si 

pemilik wewenang atas kekuasaan di samping kewajiban untuk 

melakukan tindakan atau perbuatan terhadap benda yang menjadi 

miliknya. Dan aspek legalitas tanah sangat penting untuk 

mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. 

Aspek legalitas ini selain sebagai bukti kepemilikan atas tanah juga 
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untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik 

yang sah atas tanah tersebut.
22

 

Demikian pula dengan seseorang yang mempunyai hak 

milik atas tanah, si pemilik mempunyai kewenangan terhadap tanah 

yang menjadi miliknya antara lain tindakan untuk memindah hak 

miliknya kepada pihak lain. 

d. Tinjauan tentang Waris 

1. Pengertian Waris 

Menurut Muhammad Ali Ash-Sabuni, kata waris (al mirats) 

dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar (infinitive) dari kata 

waritsa – yaritsu – irtsan – miratsan. Kata tersebut bermakna 

“berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau 

dari suatu kaum kepada kaum lain.
 23

  

Sedangkan secara terminology para ulama mendefinisi 

waris atau faraidh sebagai berikut : 

- ImamMuhammad al Khatib asy-Syarbani menyebutkan : 

ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta warisan 

dan pengetahuan tentang tata cara perhitungan yang dapat 

menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut 

dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari 

harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak. 
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-  Prof. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan : kaidah-kaidah 

fiqih dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui 

bagian semua ahli waris dari harta peninggalan. 

- Prof. Hasbi mendefinisikan : sebagai aturan hukum yang 

mengatur pembagian harta peninggalan orang yang 

meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas 

peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa 

bagiannya. 

Sedangkan menurut fiqih, pengertian waris berarti adalah 

“apa apa yang ditinggalkan oleh mayyit berupa harta dan hak-

hak yang setelah kematiannya menjadi hak ahli waris menurut 

ketentuan syariat” 

Sementara para jumhur ulama muhtahid mendefinisikan 

ilmu waris atau faraidh sebagai kaidah-kaidah fiqih dan 

perhitungan yang dimaksudkan untuk mengetahui bagian setiap 

ahli waris dari harta peninggalan. Ilmu faraidh adalah ilmu 

masalah-masalah pembagian warisan. Nabi saw. Bersabda : 

 “Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, 

karena sesungguhnya ia separuh ilmu dan ia dilupakan 

serta ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku”
 24
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2. Syarat-Syarat waris 

Syarat-syarat waris ada tiga : 

- Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki 

maupun secara hukum (misalnya dianggap telah 

meninggal), misalnya orang yang tertawan dalam 

peperangan dan orang hilang (mafmud) yang telah lama 

meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya. 

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, 

apabila lama meninggalnya tempat itu sampai berlangsung 

selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut 

pendapat madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim 

dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi 

kemungkinannya. 

- Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris 

meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih 

hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang 

yang saling mempunyai hak waris satu sama lain  

meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat 

diketahui siapa yang mati lebih dulu, di antara mereka tidak 

terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal 

dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, 

kebakaran dan sebagainya. 
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- Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada 

ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat 

diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.
 25

      

3. Keterangan Waris 

 Keterangan Waris atau Surat Keterangan Waris adalah surat 

yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang 

menerangkan siapa saja ahli waris seseorang yang sudah 

meninggal dunia. Berdasarkan Keterangan Warislah, ahli waris 

dapat mendapatkan hak-haknya, terutama terhadap harta 

peninggalan waris.
 26

 

 Berdasarkan Surat keputusan Departemen Dalam Negeri 

Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 juncto Pasal 

111 Ayat 1 C point 4 PMNA No 3/1997, dibedakan siapa saja 

yang berwenang membuat Keterangan Waris. Pembagian 

Kewenangan tersebut adalah : 

a. Untuk penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan 

Tionghoa, Keterangan Waris dibuat dihadapan notaris. 

b. Untuk penduduk pribumi, Keterangan Waris cukup dibuat 

dibawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) 

oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. 
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 Irma DevitaPurnamasari, SH, MKn, 2014, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : 

Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijaks memahami masalah hokum waris. Bandung: Kaifa,  hal. 88, 

89 
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c. Untuk WNI keturunan Timur Asing (India atau arab), yang 

berwenang membuat Keterangan waris adalah Balai Harta 

Peninggalan (BHP). 
27

 

4. Turun waris 

         Ketika seorang meninggal dunia, maka secara hukum 

seluruh harta kekayaannya akan beralih kepada ahli warisnya. 

Peralihan itu pertama-tama harus mengutamakan wasiat dari 

pewaris (orang yang meninggal dunia), namun jika tak ada 

wasiat maka pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. 

Peralihan itu meliputi juga kekayaan benda tak bergerak 

seperti tanah, baik tanah bersertifikat maupun tanah non 

sertifikat. Sesuai prinsip hukumnya, bahwa untuk mengalihkan 

kepemilikan hak atas tanah ke tangan ahli waris juga harus 

melalui proses pendaftaran ke Kantor Pertanahan. 

Pendaftaran itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (PP 24/1997), 

Menurut Peraturan tersebut, peralihan tanah karena waris harus 

didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Umumnya 

pendaftaran tanah karena waris disebut Turun Waris.
28

 

Turun waris memiliki manfaat utama jika ada keperluan 

menjual tanah warisan dimasa mendatang. Sebagai contoh, jika 

                                                 
27

 Irma DevitaPurnamasari, SH, MKn, 2014, Op sit,  hal. 89 
28
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seseorang ingin menjual tanah warisan atau rumah warisan, maka 

diperlukan adanya Turun Waris, terlebih dahulu, atau bila ahli 

waris ada keperluan untuk peminjaman Kredit di bank dengan 

jaminan nama sertifikat yang sudah meninggal, maka diperlukan 

adanya turun waris terlebih dahulu. Jadi Turun Waris memilik 

manfaat utama jika adanya keperluan proses hukum baik Jual 

beli atau Penjaminan kredit di Bank.  

e. Tinjauan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah  

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diatur bahwa : “ 

Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT, adalah 

Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. 

Pasal 1 ayar (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa 

Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah 

dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas 

Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 

Sedangkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 2016 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
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Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

menegaskan bahwa protocol PPAT adalah kumpulan dokumen yang 

harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar 

akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan 

surat-surat lainnya. 

Tugas Pokok PPAT dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah “ PPAT bertugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai 

bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak 

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan  data pendaftaran tanah 

yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu” 

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

adalah sebagai berikut : 

1. Jual beli; 

2. Tukar menukar; 

3. Hibah; 

4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 

5. Pembagian hak bersama; 

6. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik; 

7. Pemberian Hak Tanggungan; 
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8. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Kode etik PPAT dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik 

adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan 

berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan 

semua anggota Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang 

menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk didalamnya para 

PPAT Pengganti.   

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normative yaitu menekankan pada penguraian serta 

penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau 

doktrin-doktrin
29

 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Undang-undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Lain 

yang berkaitan dengan Tanah, dikaitkan dengan permasalahan dalam 
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hal. 16 
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penelitian ini yakni peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap 

Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang 

telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli 

Waris  berbasis Keadilan.  

Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif
30

 yakni 

menggambarkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap 

Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang 

telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli 

Waris  berbasis Keadilan
 
 

2. Sumber dan Jenis Data  

a. Bahan Hukum  Primer 

Data primer dalam penelitian ini meliputi Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang berkaitan 

dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 
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b. Bahan Hukum  Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal-jurnal 

hukum tentang hak tanggungan dan Waris 

c. Bahan Hukum Tertier  

Berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum 

seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia. 

Metode Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum 

yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu berupa peran 

Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan 

dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang 

dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris  berbasis Keadilan.
 
 

3. Metode Analisis Data 

Pengolahan dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaitkan  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang berkaitan dengan Tanah,  

terutama dalam  peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan 

Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah 
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Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris  

berbasis Keadilan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 4 bab yaitu  

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penelitian  

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari  Tinjauan Umum tentang Jaminan 

Kredit, Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan, Tinjauan tentang Sertifikat 

Hak Milik Tanah, Tinjauan Umum tentang Waris, Tinjauan Umum tentang 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari  Hasil Penelitian 

dan Pembahasan yang meliputi pembahasan peran Pejabat Pembuat Akta 

Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak 

Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris 

kepada Ahli Waris berbasis Keadilan, Problematika di dalam peran Pejabat 

Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama 

Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses 

Turun Waris kepada Ahli Waris berbasis Keadilan dan Cara mengatasi 

problematika di dalam peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap 

Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah 

Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris  

berbasis Keadilan 
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Bab V Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran 

H. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian mengenai  peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap 

Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah 

Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris  

berbasis Keadilan, dan berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun 

di internet, terdapat beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini 

yang dapat digambarkan di dalam tabel berikut ini 

No Judul Penelitian Penulis Perumusan Masalah 
Metode 

Penelitian 

1 Peran Notaris/PPAT 

dlam Perjanjian Kredt 

dengan Jaminan Hak 

Tanggungan di BPR 

BKK Tirtomulyo 

Kabupaten Wonogiri 

Wisnu Seno Kartiko, 

Universitas Negerio 

Sebelas Maret 

Surakarta, 2010 

1)  Bagaimanakah mekanisme 

perjanjian kredit dengan jaminan 

hak tanggungan yang 

menggunakan Notaris/PPAT di 

BPR BKK Tirtomulyo 

Kabupaten Wonogiri dan 2) 

Bagaimanakah peran 

Notaris/PPAT di dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan 

hak tanggungan yang 

menggunakan Notaris/PPAT di 

BPR BKK Tirtomulyo 

Kabupaten Wonogiri 

Yuridis 

Empiris 

 

2 Peran Notaris/PPAT 

dalam Pelaksanaan 

Peralihan Jaminan Hak 

Tanggungan dari 

Kreditur Lama kepada 

Kreditur Baru pada 

Perbankan Kota 

Padang (Studi pada 

Kantor Notaris/PPAT 

Harti Virgo, SH dan 

PT Bank Mandiri 

Cabang Padang) 

Irsyad Rahmad, 

Universitas Andalas 

Padang, 2011 

1)  Bagaimanakah peran 

Notaris/PPAT dalam pelaksanaan 

peralihan jaminan hak 

tanggungan dari kreditur lama 

kepada kreditur baru ? dan 2) 

Bagaimanakah hambatan-

hambatan di dalam peran 

Notaris/PPAT dalam pelaksanaan 

peralihan jaminan hak 

tanggungan dari kreditur lama 

kepada kreditur baru? 

Yuridis 

Sosiologis 

3 Peran dan Tanggung 

Jawab Notaris dalam 

Perjanjian Kredit Yang 

Status Hukum Objek 

Jaminan Hak Atas 

Tanahnya Belum Jelas 

(Studi Kasus Akta 

Perjanjian Kredit 

Antara Bank X dengan 

Irwan, Universitas 

Indonesia, 2012 

1)  Bagaimanakah perjanjian  

Perjanjian Kredit Yang Status 

Hukum Objek Jaminan Hak Atas 

Tanahnya Belum Jelas dan B) 

Bagaimanakah peran dan 

tanggung jawab notaris dalam 

Perjanjian Kredit Yang Status 

Hukum Objek Jaminan Hak Atas 

Tanahnya Belum Jelas? 

Yuridis 

Noramatif 
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PT. Y)  

 

4 peran Pejabat Pembuat 

Akta Tanah terhadap 

Pemasangan Hak 

Tanggungan dengan 

Nama Sertifikat Hak 

Milik yang telah 

Meninggal dunia yang 

dilakukan proses turun 

waris kepada ahli waris  

berbasis Keadilan 

Dian Melina, 

Universitas Islam 

Sultan Agung, 2016 

1) Bagaimana peran Pejabat 

Pembuat Akta Tanah terhadap 

Pemasangan Hak Tanggungan 

dengan Nama Sertifikat Hak 

Milik yang telah Meninggal 

dunia yang dilakukan proses 

turun waris kepada ahli waris  

berbasis Keadilan, 2)Bagaimana 

Problematika di dalam peran 

Pejabat Pembuat Akta Tanah 

terhadap Pemasangan Hak 

Tanggungan dengan Nama 

Sertifikat Hak Milik yang telah 

Meninggal dunia yang dilakukan 

proses turun waris kepada ahli 

waris  berbasis Keadilan dan 

3)Bagaimana Cara mengatasi 

problematika di dalam peran 

Pejabat Pembuat Akta Tanah 

terhadap Pemasangan Hak 

Tanggungan dengan Nama 

Sertifikat Hak Milik yang telah 

Meninggal dunia yang dilakukan 

proses turun waris kepada ahli 

waris  berbasis Keadilan. 

Yuridis 

Noramatif 

 

 

 

 


